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Abstract 
In the life of a state that longs for a political justice, surely in the Basic Law or the Constitution in the country 
the inventor of his ideas and / or its founders have included a power sharing system that seeks to re ect political 
justice. If it must be connected with the form of the state, in fact this idea remains rooted in political justice. In 
the distribution of power, which according to John Locke is divided into legislative power, executive power, and 
judicial power, there must be authority that is balanced with each other and not overlapping. This was stated by 
John Locke so that power is not centralized within one institution, thereby reducing the risk of abuse and creating 
a democratic state. 
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Pendahuluan 
Dinamika ketatanegaraan Indonesia saat ini 
mengalami turbulensi politik dan hukum yang cu- 
kup bias. Rapuhnya sistem kameral merupakan bias 
yang muncul pasca perubahan konstitusi. Indonesia 
saat ini belum ada kejelasan dalam menganut sistem 
kameral, baik itu unikameral, bikameral, maupun 
trikameral.Konsep bikameral yang distrukturkan dan 
dikonstruksikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 
tentang lembaga perwakilan memperjelas tipologi 
lembaga perwakilandiIndonesia.Tetapi desain dan pe- 
nataan lembaga perwakilan yang ditetapkan ini sudah 
bermasalah dari awal karena yang dihasilkan adalah 
hubungan lembaga perwakilan yang tidak jelas, baik 
itu menyangkut MPR, DPR, dan DPD1. 
Di Indonesia, kekuasaan legislatif dibagi dalam 
kekuasaan yang diampu oleh DPR dan DPD yang 
juga menjadi bagian dalam keanggotaan MPR seba- 
gaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 
1945. Dengan adanya DPR dan DPD dalam kekuasan 
legislatif ini, dapat dilihat bahwasannya Indonesia 
menganut sistem bikameral yang mana kekuasaan 
legislatif ini terbagi dalam dua kamar.Sistem bikam- 
eral merupakan sistem badan perwakilan yang terdiri 
dari dua unsur yang sama-sama menjalankan segala 
wewenang badan perwakilan.Dua unsur tersebut 
memiliki tugas pokok, fungsi, hak, dan kewajiban 
secara berimbang.Idealnya, tidak ada berat sebelah 
2 
dan keduanya bekerja secara kooperatif . 
Di Indonesia telah beberapa kali terjadi peruba- 
han struktur parlemen seiring dengan pergantian dan 
perubahan UUD yang berlaku di Indonesia.Pada saat 
Indonesia berbentuk negara serikat pada tahun 1949, 
maka UUD yang digunakan adalah Konstitusi RIS. 
Dalam Konstitusi RIS ini, selain DPR, daerah-daerah 
bagian juga diberi wakil dalam parlemen (Senat). 
Setelah Indonesia kembali ke negara kesatuan, maka 
digunakan UUDS RI dan Senat RIS dihapuskan 
karenadaerah-daerahbagian tidak ada lagi dalam 
sistem negara kesatuan. Walaupun UUD 1945 men- 
ganut sistem yang sama dengan bentuk negara dalam 
UUDS RI, yaitu negara kesatuan, terdapat perbedaan 
1King Faisal Sulaiman, Sistem Bikameral dalam    
Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia, UII 
Press, Yogyakarta, 2013,Hal. 7 
2 ht tp: / /m l .scr ibd.com/doc/126004496/S is tem -  
Bikameral#scribd diaksespada tanggal 19/03/2016 pu- 
kul 17.26 WIB 
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dalam kedua UUD tersebut berkaitan dengan struk- 
tur parlemen perubahan terjadi pada MPR dan DPR 
serta dibentuk suatu lembaga baru yaitu DPD. DPD 
dibentuk dalam rangka pelaksanaan gagasan bikameral 
dalam pembahasan perubahan UUD 1945.3 
Sistem parlemen Indonesia yang tercermin dalam 
lembaga MPR terdiri dari dua kamar yaitu DPR dan 
DPD. Di Indonesia, DPD memiliki kewenangan yang 
terbatas dibandingkan dengan DPR, meski keduanya 
memiliki masa jabatan periode yang sama yaitu 5 
tahun. Dalam kaitannya dengan posisi DPD, menurut 
ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 perubahan 
pertama oleh MPR tahun 1999, DPR adalah lem- 
baga yang berwenang membentuk undang-undang, 
sedangkan DPD pada perubahan ketiga tahun 2001 
kewenangannya terbatas untuk memberikan pertim- 
bangan usul dan saran kepada DPR, dan mengawasi 
pelaksanaan undang- undang tertentu. Peran sebagai 
ko-pembahas dilakukan oleh DPD dalam sidang DPR 
bersama pemerintah yang didahului oleh pembahasan 
dalam sidang DPD. Dalam Pasal 20 ayat (2) ditegas- 
kan, “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk...”. 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, 
penulis hendak mengulas tentang sistem lembaga 
perwakilan rakyat, apakah menganut bikameral atau 
trikameral melihat posisi MPR pasca perubahan bukan 
lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Penulis menu- 
angkan ulasan mengenai hal-hal di atas dalam tulisan 
yang berjudul: ”ANALISA YURIDIS TERHADAP 
SISTEM KAMERAL MAJELIS PERMUSYAWARA- 
TAN RAKYAT SETELAH PERUBAHAN UN- 
DANG- UNDANG DASAR 1945”. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemuka- 
kan sebelumnya, terdapat dua pertanyaan yang akan 
dikaji dan dicari jawabannya dalam penelitian ini, 
yaitu bagaimana sistem kameral yang dianut Majelis 
Permusyawaratan Rakyat sesudah perubahan Undang- 
Undang Dasar1945 serta bagaimana sistem kameral 
yang dianut Majelis Permusyawaratan Rakyat sesudah 
perubahan dilihat dari kedudukan DPR dan DPD saat 
ini, sehingga kita mengetahui sistemkameral yang 
dianut Majelis Permusyawaratan Rakyat sesudah 
perubahan Undang-Undang Dasar1945. 
Perkembangan Sistem Parlemen diIndonesia 
Sering kali dipahami bahwa Fungsi legislasi hanya 
terkait dengan fungsi undang-undang dalam pengertian 
yang sempit.Karena itu, yang biasa dipahami sebagai 
lembaga legislatif berdasarkan UUD 1945 pasca 
reformasi adalah hanya DPR dan DPD saja.Bahkan, 
banyak pula tokoh-tokoh politik yang memahaminya 
lebih sempit lagi, yaitu bahwa lembaga yang mem- 
punyai kewenangan langsung dibidang pembuatan 
undang-undang itu hanya DPR, sedangkan DPD 
hanya berfungsi sebagai advisory council terhadap 
fungsi DPR. 
Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat selama 
ini (pra perubahan) diwujudkan melalui Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan 
seluruh rakyat Indonesia, pelaku sepenuhnya kedaula- 
tan rakyat dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi 
negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas.Dari 
majelis inilah kekuasaan rakyat dibagi-bagikan secara 
vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang 
ada dibawahnya.Oleh karena itu, prinsip yang dianut 
dalam model ini disebut prinsip pembagian kekuasaan 
(division or distribution ofpower). 
Akan tetapi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 
(pasca perubahan), kedaulatan rakyat ditentukan dan 
dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkan- 
nya (separation of power) menjadi kekuasaan yang 
dinisbatkan sebagai fungsilembaga-lembaganega- 
rayangsederajatdansalingmengendalikansatusamalain 
berdasarkan prinsip checks and balances4.Cabang 
kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat, tetapi majelis ini terdiri 
dari dua lembaga perwakilan yang sederajat den- 
gan lembaga negara lainnya. 
Lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul 
Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa 
Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan 
lembaga yang berdiri sendiri di samping fungsinya 
sebagai rumah penjelmaan seluruh seluruh rakyat 
yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Daerah. Prinsip perwakilan 
 
3 Jimly Asshidiqie, 2014, Konstitusi & Konstitusionalisme Indone- 
sia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60 
4 Ibid 
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daerah dalam Dewan Perwakilan Daerah ini 
harus dibedakan hakikatnya dari prinsip per- 
wakilan Rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat. 
Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat 
benar-benar dapat dijelmakan ke dalam Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. 
Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, perbincan- 
gan teoritis mengenai struktur organisasi parlemen ini 
biasanya dikenal adanya dua sistem yaitu sistem 
unikameral dan bikameral.Sistem yang pertama terdiri 
atas satu kamar, sedangkan yang kedua mempunyai 
dua kamar yang masing-masing mempunyai fungsi 
sendiri-sendiri.Selama berabad-abad, kedua tipe 
struktur pengorganisasian demikian inilah yang biasa 
dikembangkan dimana-dimana.Karena itu, dalam 
berbagai literatur hukum tata negara maupun literatur 
ilmupolitik, kedua sistem inilah yang biasa dikenal5. 
 
Teori Kameral 
Sistem kamar (unikameral, bikameral, dan trikam- 
eral) dalam lembaga perwakilan rakyat efektifitasnya 
ditentukan oleh perimbangan kewenangan antar- ka- 
mar dalam pelaksanaan fungsi parlemen seperti fungsi 
legislasi, anggaran, kontrol, representasi, dan rekrut- 
men politik.Dari fungsi tersebut, perimbangan dalam 
fungsi legislasi menjadi faktor utama. 
International Comission of Jurist merumuskan 
sistem politik yang demokratis sebagai suatu bentuk 
pemerintah dimana hak untuk membuat keputusan- 
keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara 
melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan 
yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu 
proses pemilihan yang bebas. Dalam sistem pemer- 
intah demokratis yang dilaksanakan dengan sistem 
perwakilan, maka keberadaan lembaga perwakilan 
rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam 
penyelenggaraan sistem pemerintahan ini.Lembaga 
negara ini merupakan badan yang berwenang sebagai 
pelaksana kekuasaan negara dalam hal menentukan 
kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat . 
5 Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Sete- 
lah Perubahan Keempat, Jakarta:Pusat Studi Hukum 
Tata Negara FHUI, 2002, hlm. 33. 
 
6 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2000, Semua Harus 
Terwakili; Studi mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lem- 
baga Kepresidenan di Indonesia, PSHK, Jakarta, hal.39- 
40. 
Lembaga perwakilan atau lembaga legislatif, saat ini 
di banyak negara disebut dengan nama Parlemen. 
Perbincangan teoritis mengenai struktur organisasi 
parlemen ini biasanya dikenal adanya dua sistem, yaitu 
sistem unikameral dan bikameral. Yang pertamaterdiri 
atas satu kamar, sedangkan yang kedua mempunyai 
dua kamar yang masing- masing mempunyai fungsi 
sendiri-sendiri.Selama berabad-abad, kedua tipe 
struktur pengorganisasian demikian inilah yang biasa 
dikembangkan dimana-mana.Karena itu dalam berba- 
gai literatur hukum tata negara maupun literatur ilmu 
politik, kedua sistem inilah yang biasadikenal. 
 
SistemUnikameral 
Sistem unikameral atau sistem satu kamar adalah 
sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar 
pada parlemen atau lembaga legislatif.Banyak negara 
yang menggunakan sistem satu kamar seringkali 
adalah negara kesatuan yang kecil dan homogen dan 
menganggap sebuah majelis tinggi atau kamar kedua 
tidak perlu. 
Beberapa keuntungan dalam sistem legislatif 
unikameral, antara lain:Kemungkinan untuk dapat 
cepat meloloskan Undang-Undang (karena hanya satu 
badan yang diperlukan untuk mengadopsi Rancangan 
Undang-Undang sehingga tidak perlu lagi menye- 
suaikan dengan usulan yangberbeda-beda).Tanggung 
jawab lebih besar (karena anggota legislatif tidak dapat 
menyalahkan majelis lainnya apabila suatu Undang- 
Undang tidak lolos, atau bila kepentingan warga 
negaraterabaikan).Lebih sedikit anggota terpilih seh- 
ingga lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau 
kepentingan mereka 
 
Sistem Bikameral 
PengertianSistem Bikameral adalah wujud institu- 
sional dari lembaga perwakilan atau parlemen sebuah 
negara yang terdiri atas dua kamar (majelis).Majelis 
yang anggotanya dipilih dan mewakili rakyat yang 
berdasarkan jumlah penduduk secara generik disebut 
majelis pertama atau majelis rendah. Majelis yang 
anggotanya dipilihatau diangkat dengan dasar lain 
(bukan berdasarkan jumlah penduduk), disebut majelis 
kedua atau majelis tinggi.Ada dua alasan mengapa 
para penyusun konstitusi memilih sistem bikameral. 
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Pertama adalah untuk membangun sebuah mekanisme 
pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) 
serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang 
legislatif.Alasan kedua adalah untuk membentuk per- 
wakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang 
biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama. 
Secara khusus, bikameralisme telah digunakan untuk 
menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah- 
daerah di dalam lembaga legislatif.Pelembagaan 
fungsi legislature itulah yang disebut parlemen.Di 
berbagai negara ada yang melembagakannya dalam 
satu forum saja (unicameral atau monocameral), ada 
pula yang dua forum (bicameral).Bahkan ada pula 
negara-negara yang mempunyai struktur parlemen 
multi kameral atau terdiri atas lebih dari dua kama- 
rataulebihdariduainstitusi.SalahsatunyaadalahIndo- 
nesiayangmempunyaitiga institusi atau tiga forum 
parlemen sekaligus, yaitu DPR, DPD, dan MPR. 
DPRmerupakan lembaga perwakilan politik (political 
representation), DPR merupakan perwakilan daerah 
(regional representation), sedangkan MPR merupakan 
penjelmaan keseluruhan rakyat, baik dari segi politik 
maupun kedaerahan.MPR menetapkan UUD sebagai 
kebijakan tertinggi. 
Basis argumentasi yang mendukung bahwa sistem 
parlemen Indonesia menganut sistem trikameral- 
isme adalah susunan anggota MPR berubah secara 
struktural karena dihapuskannya keberadaan Utusan 
Golongan yang mencerminkan prinsip perwakilan 
fungsional (functional representation) dari unsur 
keanggotaan MPR.Dengan demikian, anggota MPR 
hanya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) yang mencerminkan prinsip perwakilan politik 
(political representation) dan anggota Dewan Per- 
wakilan Daerah (DPD) yang mencerminkan prinsip 
perwakilan daerah (regionalrepresentation).Majelis 
ini tidak lagi berfungsi sebagai ‘supreme body‘ yang 
memiliki kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol dan 
karena itu kewenangannyapun mengalami perubahan- 
perubahan mendasar. 
Sebelum diadakan perubahan UUD, MPR, memi- 
liki kewenangan, yaitu: (a) Menetapkan Undang- Un- 
dang Dasar dan mengubah Undang- Undang Dasar, 
(b) menetapkan garis- garis besar haluan negara, (c) 
Memilih Presiden dan Wakil  Presiden, (d)  meminta 
dan menilai pertanggungjawaban Presiden. 
Setelah diadakan Perubahan Undang-Undang 
Dasar 1945, kewenangan MPR berubahmenjadi: a) 
menetapkan Undang-Undang Dasar dan/atau peruba- 
hanUndang-Undang Dasar, b) melantik Presiden dan 
WakilPresiden, c) memberhentikan Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden,d) menetapkan Presiden dan/atau 
Wakil Presiden Pengganti sampai terpilihnya Presi- 
den dan/atau Wakil Presiden sebagaimanamestinya. 
Diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan (separa- 
tion of power)secarategas antara fungsi legislatif dan 
eksekutif dalam perubahan pasal 5 ayat (1) juncto 
pasal 20 ayat (1) dalam perubahan pertama Undang- 
Undang Dasar 1945 tidak lagi menganut sistem 
MPR berdasarkan prinsip ‘supremasi parlemen’ dan 
sistem pembagian kekuasaan (distribution of power) 
oleh lembaga tertinggi MPR kelembaga-lembaga 
negara dibawahnya. Diadopsinya prinsip pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket secara 
langsung oleh rakyat dalam ketentuan pasal 6A ayat 
(1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 
yang sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat dan 
mempertegas sistem pemerintahan presidensiil dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sistem pemi- 
lihan langsung oleh rakyat, maka konsep dan sistem 
pertanggungjawaban Presiden tidak lagi dilakukan 
kepada Majelis Permusyaratan Rakyat, kedaulatan 
yang ada di tangan rakyat itu sepanjang menyangkut 
fungsi legistatif, dilakukan oleh MPR yang terdiri dari 
dua kamar dewan, sedangkan dalam bidang eksekutif 
dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagi 
satu paket kepemimpinan eksekutif yang dipilih lang- 
sung olehrakyat. 
 
TeoriKonstitusi 
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis 
(constituer) yang berarti membentuk.Pemaka- 
ian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah 
pembentukan suatu negara atau yang menyusun 
dan menyatakan suatu negara.Sedangkan istilah 
Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan 
istilah yang dalam bahasa BelandanyaGronwet. 
Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia sebagai undang- undang dan ground 
berarti tanah/dasar.Di negara-negara yang meng- 
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gunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, 
dipakai istilah Constitution yang dalam bahasa 
Indonesia disebut konstitusi.Pengertian konsti- 
tusi dalam praktek dapat berarti lebih luas dari 
pada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi 
ada juga yang menyamakan dengan pengertian 
Undang-Undang Dasar.Berangkat dari beberapa 
pendapat para ahli tentang pengertian konstitusi dap- 
atlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian konstitusi 
meliputi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. 
Adapun batasan-batasannya dapat dirumuskan ke 
dalam pengertian sebagai berikut: 
• Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pem- 
batasan kekuasaan kepada para penguasa. 
• Suatu dokumen tentang pembagian tugas sekali- 
gus petugasnya dari suatu sistempolitik. 
• Suatu deskripsi dari lembaga-lembaganegara. 
• Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak- 
hak asasimanusia. 
 
Kedudukan, Fungsi, dan TujuanKonstitusi 
Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan 
pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. 
Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis 
yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat 
pula tidak tertulis.Di negara yang mendasarkan di- 
rinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang 
Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi 
kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga 
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang- 
wenang.Dengan demikian diharapkan hak-hak warga 
negara dapat terlindungi.Gagasan ini dinamakan kon- 
stitusionalisme.Usaha negara untuk mencapai tujuan 
masyarakat negaranya, di dalam konstitusi telah diten- 
tukan bermacam-macam lembaga negara.Supaya tidak 
terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan serta 
tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara 
juga ditentukan.Hal ini berarti adanya pembatasan 
kekuasaan terhadap setiap lembaga politik.Pembatasan 
terhadap lembaga-lembaga tersebut meliputi duahal 
yaitu pembatasan kekuasaan meliputi isikekuasaannya 
serta pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan 
waktu dijalankannya kekuasaantersebut. 
Pembatasan kekuasaan yang pertama mengandung 
arti, bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta 
wewenang lembaga-lembaga negara.Bahkan terhadap 
lembaga-lembaga negara yang mempunyai kedudukan 
dan peranan penting dalam usaha pencapaian tujuan 
negara, dalam hal ini pemerintah, masih mendapat 
pengawasan dari lembaga permusyawaratanrakyat. 
Pembatasan dalam arti kedua adalah pembatasan 
kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalank- 
annya kekuasaan tersebut dapat dijalankan.Hal ini 
berkenaan dengan masa jabatan masing-masing 
lembaga negara atau pejabatnya dalam menjalankan 
kekuasaannya.Dengan demikian, dalam waktu yang 
telah ditentukan harus dilakukan penggantian atau 
pembaruan si pejabat. 
Superioritas konstitusi mempunyai daya ikat bukan 
saja bagi rakyat atau warga negara tetapi termasuk juga 
bagi para penguasa dan bagi badan pembuat konstitusi 
itusendiri. Konstitusi tidak boleh bertentangan dengan 
nilai-nilai universal dari etika moral. Oleh karena itu, 
dilihat dari sisi filosofi dari konstitusi, apabila aturan 
konstitusi bertentangan dengan etika moral, maka 
seharusnya konstitusi dikesampingkan.Kedudukan 
dan fungsi konstitusi dalam suatu negara ditentukan 
oleh ideologi yang melandasi negara tersebut.Ber- 
hubung dengan hal itu, konstitusi di jaman modern ini 
tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga 
merumuskan prinsip-prinsip hukum, haluan negara 
dan patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya selain 
berlaku untuk masyarakat secara umum, juga 
kesemuanya mengikat penguasa. 
 
Kedudukan dan Fungsi Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat Setelah Amandemen 
Undang-Undang Dasar 1945 
KelembagaanMPR Setelah Amandemen Un- 
dang-Undang Dasar 1945 
Dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 
1945, mengenai kelembagaan dalam Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Pasal 
2 ayat (1) berbunyi “MajelisPermusyawaratan 
Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Per- 
wakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan 
dari daerah-daerah dan golongan-golongan, 
menurut aturan yang ditetapkanundang-undang. 
Selain itu, mengenai MPR diatur pula dalam 
naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 
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ayat (2) yang berbunyi, Kedaulatan ada ditangan 
rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya Pasal 2 
ayat (2) berbunyi, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima 
tahun di ibu kota negara. Ayat (3) Segala putusan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan 
dengan suara terbanyak.Dalam pasal 3 dinyata- 
kan, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan 
Undang-Undang Dasar dan garis-garis besarhaluan 
negara.Pasal 6 juga menyangkut kewenangan MPR 
dimana tertulis, Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara 
yang terbanyak.Dan dalam pasal 9 juga diatur bahwa 
sebelum memangku jabatan sebagai Presiden dan 
Wakil Presiden, keduanya harus bersumpah atau 
berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.Untuk mengetahui sistem 
pemerintahan yang dianut UUD 1945, perlu mem- 
perhatikan penjelasan UUD 1945 yang mengurai- 
kan secara singkat sistem penyelenggaraan kekua- 
saan negara yang dianut oleh Undang-Undang 
Dasar tersebut. Dalam penjelasan itu diuraikan 
tentang sistem pemerintahan negara yang terdiri 
dari tujuh prinsip pokok, yaitu sebagai berikut 
:Prinsip negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) 
bukan atas kekuasaan belaka (machtstaat) dan 
prinsip sistem konstitusinal (berdasarkan atas 
konstitusi) tidakberdasar atas absolutisme. Prinsip 
selanjutnya adalah kekuasaan negara tertinggi di 
tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Penjelasan UUD 1945 menerangkan bahwa 
kedaulatan dipegang oleh suatu badan, bernama 
MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indone- 
sia.Majelis ini menetapkan UUD dan garis-garis 
besar haluan negara, mengangkat Kepala Negara 
(Presiden) dan Wakil Presiden.Majelis inilah yang 
memegang kekuasaan negara yang tertinggi, se- 
dang Presiden harus menjalankan haluan negara 
menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan 
MPR.Presiden yang diangkat oleh MPR, bertun- 
duk dan bertanggung jawab kepada Majelis.Ia 
adalah mandataris dari Majelis. Presiden tidak 
“neben” tetapi “untergeordnet” kepada Majelis. 
MPR  adalah  Lembaga Tertinggi  Negara (TAP 
MPR NO.III/1978), sedangkan lembaga negara 
yang lainnya adalah merupakan Lembaga Tinggi 
Negara dan Presiden memegang posisi sentral 
karena dialah mandatarisMPR. 
Prinsip selanjutnnya, Presiden adalah penye- 
lenggara pemerintah negara tertinggi di bawah 
Majelis.Penjelasan UUD 1945 menguraikan 
bahwa di bawah MPR, Presiden adalah penye- 
lenggara pemerintah negara yang tertinggi dalam 
menjalankan pemerintahan negara.Kekuasaan dan 
tanggung jawab adalah ditangan Presiden (con- 
centration of power and responsibility upon the 
presiden).Presiden adalah mandataris MPR, dia 
tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.Den- 
gan posisi mandataris itulah Presiden memiliki 
diskresi kekuasaan dan kewenangan yang sangat 
besar.Di samping memegang kekuasaan eksekutif 
(executive power), Presiden juga sekaligus me- 
megang kekuasaan legisltaf (legislative power). 
Meskipundemikian ditegaskan bahwa kekuasaan 
Presiden sebagai kepala negara tidak tak terbatas. 
Presiden senantiasa dapat diawasi oleh DPR, 
dan Presiden harus memperhatikan sungguh- 
sungguh suara DPR. Karena itu Presiden harus 
dapat bekerja bersama-sama dengan DPR, akan 
tetapi Presiden tidak bertanggungjawab kepada 
DPR.Menteri-menteri negara adalah pembantu 
Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada 
DPR. Karena itu kedudukan menteri-menteri 
negara tidak tergantung DPR akan tetapi tergan- 
tung Presiden. Meskipun mereka adalah pembantu 
Presiden, tetapi Menteri-menteri negara bukan 
pegawai tinggi biasa, karena menteri-menteri 
itulah yang menjalankan kekuasaan pemerintah 
dalam praktek.Menteri-menteri negara memimpin 
departemen.Lebih lanjut, penjelasan UUD 1945 
menguraikan bahwa kedudukan DPR adalah kuat. 
Di samping Presiden adalan Dewan Perwakilan 
Rakyat.DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presi- 
den. Setiap saat DPR dapat mengawasi Presiden, 
dan jika dalam pengawasan itu DPR menemukan 
bahwa Presiden telah melanggar haluan negara 
yang telah ditetapkan oleh UUD atau yang telah 
ditetapkan oleh MPR, maka MPR dapat diundang 
untuk mengadakan persidangan istimewa agar bisa 
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meminta pertanggungan jawab kepada Presiden. 
Kewenangan DPR yang diatur dalam UUD 1945 
sangat minim, yaitu memberi persetujuan atas 
undang-undang yang dibentuk Presiden (pasal 20 
ayat1dan 2 jo pasal 5), memberi persetujuan atas 
PERPU (pasal 22), memberi persetujuan atas ang- 
garan (pasal 23) dan persetujuan atas pernyataan 
perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara 
lain yang dilakukan oleh Presiden. Kewenangan 
DPR untuk mengawasi pemerintah/Presiden dan 
kewenangan untuk meminta MPR mengadakan 
sidang istimewa untuk meminta pertanggungan 
jawab Presiden (fungsi kontrol) hanya diterangkan 
dalampenjelasan.Disamping itu UUD 1945, juga 
mengintrodusir badan-badan negara yang lain 
seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).DPA hanya 
untuk memberi nasihat belaka kepada Presiden 
apakah diminta atau tidak diminta.Demikianlah 
sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 
sebelum perubahan. 
Dalam sistem seperti ini desain kelembagaan 
MPR merupakan lembaga negara terpenting 
karena lembaga ini adalah penjelmaan seluruh 
rakyat.Setelah itu adalah Presiden, karena Presi- 
den adalah “mandataris” MPR.Dengan demikian 
kelembagaan negara dalam sistem pemerintahan 
ini terstruktur, yaitu MPR memegang kekua- 
saan negara tertinggi sebagai sumber kekuasaan 
negara dan dibawahnya adalah Presiden sebagai 
penyelenggara kekuasaan pemerintahan yang 
tertinggi di bawah MPR.Sistem seperti ini tidak 
menganut prinsip checks and balances, dan tidak 
mengatur pembatasan yang tegas penyelenggaraan 
kekuasaan negara antara lembaga negara.Karena 
kelemahan inilah dalampraktekketatanegaraan In- 
donesia banyak disalahgunakan dan ditafsirkan sesuai 
kehendak siapa yang memegang kekuasaan.Dengan 
demikian sistem perwakilan rakyat dalam periode 
UUD 1945, sebelum perubahan khususnya MPR 
memiliki kewenangan yang sangat besar, yaitu sep- 
enuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat dan diang- 
gap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. 
Desain Kelembagaan MPR Setelah Amandemen 
Undang-Undang Dasar 1945 
Undang-Undang Dasar 1945 dalam perjalanan- 
nya telah mengalamiperubahan sebanyak empat kali 
pada tahun 1999, 2000, 2001, dan terakhir pada 2002. 
Dalam perubahannya itu, desain ketatanegaraan pun 
ikut berubah. Desain kelembagaan MPR dapat dilihat 
lebih lanjut dalam perubahan ketiga Undang-Undang 
Dasar 1945 dalam Pasal 3 mengenai wewenang 
MPR. Semula ketentuan tersebut tanpa ayat, kemu- 
dian dalam perubahan ditambah dengan empat ayat 
menjadi:Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang 
mengubah dan menetapkan Undang-UndangDasar, 
Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden 
dan/atau WakilPresiden, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 
Undang-Undang Dasar.Terhadap ketentuan baru di 
atas, ada beberapa hal yang perlu dilihat. Pengaturan 
tersebut dirumuskan dalam upaya menata ulang 
sistem ketatanegaraan yang optimal yang mengarah 
ke sistem checks and balances antar lembaga negara 
dalam kedudukan yang setara. Kemudian MPR tidak 
lagi menetapkan GBHN maupun dalam bentuk hukum 
(Tap MPR) dan tidak lagi memilih Presiden dan Wakil 
Presidenterkait dengan ketentuan baru hasil peruba- 
han UUD 1945.Selanjutnya, MPR hanya berwenang 
untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 
Berdasarkan ketentuan itu pula, MPR mempunyai 
tiga kewenangan sebagaimana yang ditetapkan dalam 
pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 hasil peruba- 
han ketiga ditambah kewenangan yang termaktub 
dalam Pasal 8 ayat (2) perubahan ketiga, dan ayat (3) 
perubahankeempat. 
 
Sistem Kameral MPR Setelah Amandemen 
Undang-UndangDasar 1945 
Setelah perubahan Undang-Undang 1945, desain 
kelembagaan MPR juga mengalami perubahan yang 
dapat dikatakan cukup mendasar.Perubahan yang me- 
niadakan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi 
negara secara konseptual ingin menegaskan bahwa 
MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan 
kedaulatan rakyat.Setiap lembaga yang mengemban 
tugas-tugas politik negara dan pemerintahan adalah 
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pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan 
bertanggungjawab kepada rakyat. 
Setelah diubah, pasal di atas berbunyi: “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang- undang”. Perubahan 
Pasal 2 ayat (1) menghapuskan unsur utusan golongan 
dan mengubah utusan daerah menjadi DPD. 
Pada prinsipnya, kedua kamar majelis dalam sistem 
bikameral itu memiliki kedudukan yang sederajat. Satu 
sama lain tidak saling membawahi, baik secara politik 
maupun secara legislatif. Undang-undang tidak dapat 
ditetapkan tanpa persetujuan bersama yang biasanya 
dilakukan oleh suatu panitia bersama atau pun melalui 
sidang gabungan di antara kedua majelis itu. 
Perubahan susunan MPR yang terdiri dari DPR 
dan DPD seolah mengarah pada pembentukan sistem 
dua kamar (bikameral).Tetapi dari susunan yang me- 
nyebutkan terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD, 
tidak tergambar konsep dua kamar. Dalam susunan 
dua kamar, bukan anggota yang menjadi unsur, tetapi 
badan yaitu DPR dan DPD, sehingga terkesan bahwa 
DPR dan DPD secara institusi bukan bagian dari MPR, 
melainkan anggota-anggota (dapat dikatakan secara 
individual) DPR dan DPD yang merangkap menjadi 
anggota MPR. Nama yang digagaskan untuk badan 
perwakilan dua kamar di Indonesia adalah tetap meng- 
gunakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Sebagai konsekuensi penggunaan nama MPR sebagai 
nama sistem dua kamar, maka MPR tidak lagi men- 
jadi suatu lingkungan jabatan (lingkungan kerja tetap 
sendiri) yang memiliki lingkungan wewenang sendiri. 
Wewenang MPR (baru) melekat pada wewenang DPR 
dan DPD.Dengan adanya kewenangan yang demikian 
itu, maka dapat dipahami bahwa MPR berdiri sendiri 
di samping DPR dan DPD.Perubahan Undang-Undang 
Dasar 1945 terhadap pasal 3 rumusan baru, secara 
teoritis berarti terjadi perubahan fundamental dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu sistem yang 
vertikal hirarkis dengan prinsip supremasi MPR 
menjadi horisontal fungsional dengan prinsip saling 
mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga 
negara (checks and balances).Akan tetapi, agaknya 
pembuat dan pengubah Undang-Undang Dasar 1945 
diawal diadakannya DPD memang bertujuan untuk 
mengarahkan Indonesia menganut sistem bikameral. 
Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Per- 
wakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa susunan Negara 
Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan 
rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksa- 
naan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk 
mewujudkan hal tersebut perlu dibentuk lembaga 
permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, 
dan lembaga perwakilan daerah yang mampu memper- 
juangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah 
dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, 
keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan 
pertimbangan tersebut di atas dipandang perluuntuk- 
membentuk Undang-Undang tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam rang- 
ka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga 
permusyawaratan dan perwakilan rakyat/daerah untuk 
mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin 
keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan 
tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan 
mekanisme checks and balances.Berdasarkan pem- 
bahasan yang telah dikemukakan, sistem checks and 
balances sangat identik dengan sistem bikameral. 
Tetapi menurut penulis, sistem bikameral ini tidak 
dapat dikatakan murni begitu saja karena seperti yang 
penulis katakan sebelumnya bahwa sistem yang dianut 
Indonesia, menurut penulis, adalah sistem bikameral 
semu bertendensi unikameral. 
 
Kesimpulan dan Saran 
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia DPR dan 
DPD sebagai suatu lembaga merupakan kamar-kamar. 
Akan tetapi MPR tidak dibangun sebagai satu tem- 
pat yang menyatukan dua kamar tersebut, melainkan 
membentuk kamar atau ruangan barudengan menarik 
anggota dari DPR dan DPD tetapi bukan institusinya. 
Dengan demikian MPR di Indonesia saat ini menganut 
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sistem unikameral karena MPR merupakan kamar 
sendiri yang terlepas dari institusi DPR dan DPD. 
DPR dan DPD tidak secara lembaga sebagai anggota 
MPR hanya anggota DPR dan anggota DPDlah yang 
menjadi anggota MPR yang masing-masing memiliki 
hak kewenangan yang sama dalam kedudukannya se- 
bagai MPR. Karena itulah susunan lembaga perwaki- 
lan kita setelah perubahan ini secara teori tidak dapat 
dikatakan sebagai sistem lembaga perwakilan dua 
kamar (bicameral system). Desain MPR di Indonesia 
sebenarnya ingin diarahkan kepada sistem bikameral. 
Hal ini terlihat dari sistem pemilihan anggota DPR dan 
DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam 
pemilu sehingga memiliki mandat yang samadari 
rakyat. Selain itu, sistem bikameral ini dapat terwu- 
jud dengan baik apabila posisi MPR yang memiliki 
kewenangan insidentil tidak dijadikan lembaga tetap 
dan merupakan gabungan dari DPR dan DPD sebagai 
institusi dengan kewenangan DPD disetarakan dengan 
DPR. Ketidakjelasan sistem kameral yang dianut 
Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah pe- 
rubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi karena 
ketimpangan pengaturan kekuasaan antara Dewan Per- 
wakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta 
mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat itusendiri. 
Hal tersebut menjadikan sistem kameral MPR adalah 
unikameral karena MPR tidak menjadi rumah yang 
menyatukan kamar DPR dan DPD. 
MPR yang merupakan join session DPR dan DPD 
tidak perlu permanen, sehingga lebih tepat pimpinan 
MPR ad hoc dan diposisikan sebagai forum saja, 
tidak perlu sekertariat dan pimpinan yangterpisah 
agar anggaran negara untuk pembiayaan Ketua MPR, 
wakil MPR beserta seluruh dan jajarannya tidak perlu 
menggeluarkan biaya tambahan dari negara. 
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